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ABSTRAK

Pengecekan sertipikat merupakan langkah administrasi yang dilakukan
oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah sebelum melakukan transaksi terkait
dengan objek tersebut. Pada kanyataannya ada Pajabat Pembuat Akta
Tanah lalai dalam pengecekan sertipikat tersebut di Kantor Badan
Pertanahan Nasional. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis
bagaimana praktik pengecekan sertipikat di Kantor Badan Pertanahan
Nasional, menganalisis akibat hukum yang timbul bila Pejabat Pembuat
Akta Tanah lalai dalam melalkukan pongecekan, serta Solusi hukum apa
yang dapat ditempuh bila terjadi kelalaian oleh Pejabat Pembuat Akta
Tanah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif.
Hasil penelitian menjelaskan proses yang saat ini harus melakukan
pengecekan online dan lebih efisien pada praktiknya walaupun
dilapangan memiliki hambatan yang perlu melakukan kegiatan validasi
sertipikat terlebih dahulu sebelum pengecekan, Apabila terjadi
kelalaian maka Pejabat Pembuat Alita Tanah dapat diminta pertanggung
jawaban baik tanggung jawab secara administrasi, perdata maupun
pidana, serta solusi hukum yang dapat dilakukan yaitu lebih
menerapkan prinsip hati-hati dalam membuat akta, Sebagail pejabat
umum hal ini wajib dilakukan dikarenakan sasorang Pejabat Pembuat
Akta Tanah memiliki kewajiban untuk memastikan semua dokumen
maupun sertipikat telah sesuai.

Kata Kunci : Pejabat Pembuat Xkta Tanah; Pengecskan Sertipikat;
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ABSTRACT

Checking certificates is un administrative step catried out by Land Deed
Maker before making transactions related to the objest. In fact, the Land
Deed Maker was negligent in checking the certifizate at the National
Land Agency Office. The purpose of this study is to analyze how the
practice of checking certificates at the National Land ARgency Office,
analyze the legal consequences that arise if The Land Deed Maker is
negligent in checking, and what lagal solutions can be taken if there is
negligence by The Land Desd Maker. Thiz zessarch uses normative
research methods. The remits of tho study explain the process that
currently has to do enline checks and is rors effizient in practice even
though the field has obstacles that neod (o carry out cartificate validation
activities first bafore checking. This is done by applying the principle of
caution in making deeds, As a public officia), this rmust bs done because
a PPAT has an obligstion to ensure that all documents and certificates are
appropriate.

Eeywords : Land Dood Maker; Cortificates; Csrtificatos Check
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y H. Heriman Adriansyak, $.H., Sp.N, M.H
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan pendaftaran tanah di Indonesia adalah memberikan agunan
kepastian aturan (rechts cadester) hak atas tanah serta proteksi hukum
kepemilikan tanah. Karena, dengan melakukan registrasi tanah, maka
pemilik bidang tanah tersebut akan menerima dokumen tanda bukti hak
menjadi indera bukti kepemilikan atas yang datanya dijamin kepastian
hukumnya. Dokumen pertanda bukti hak tersebut yang oleh Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 disebut dengan sertipikat tanah.

Sertipikat tanah ialah dokumen bukti hak kepemilikan atas tanah
menjadi produk akhir berasal dari proses pendaftaran tanah. Lembaga
pendaftaran tanah sendiri di Indonesia baru ada pada tahun 1960 saat
diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang
mengatur ihwal registrasi tanah. Forum ini lahir sebab perintah asal
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), bahwa salah satu tujuan
diterbitkan UUPA (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria) merupakan memberikan
jaminan kepastian hukum bagi hak atas tanah rakyat Indonesia. Pasal 19
UUPA mengamanatkan bahwa agunan kepastian aturan tadi akan
terwujud menggunakan penyelenggaraan pendaftaran tanah di semua

daerah Indonesia.



Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 secara tegas
menyebutkan bahwa instansi pemerintah yang menyelenggarakan
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut Pasal
5 adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Selanjutnya,
dalam Pasal 6 ayat (1) ditegaskan bahwa: “dalam rangka
penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5, tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, kecuali kegiatan-kegiatan yang
oleh peraturan pemerintah ini atau peraturan perundang-undangan
yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain”.

Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, untuk kegiatan-kegiatan
tertentu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota tidak dapat
melaksanakan sendiri akan tetapi membutuhkan bantuan pihak-pihak
lain. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997, yaitu: “dalam melaksanakan pendaftaran tanah,
Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan
pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan
tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-
undangan yang bersangkutan”.

Khusus mengenai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya
disebut PPAT tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang
ditetapkan tanggal 5 Maret 1998 dan ketentuan pelaksanaannya

dituangkan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional



Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006. Dalam peraturan tersebut lebih
dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 yaitu: “PPAT adalah pejabat umum
yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai
perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah”.

Sertipikat tanah yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN)
menjadi bukti kepemilikan yang sah dalam setiap sengketa tanah atau
segala permasalahan menyangkut kepemilikan tanah. Untuk menjamin
kepastian hukum, mendaftarkan hak atas tanah merupakan hal yang
penting untuk dilakukan. Hal ini dilakukan guna untuk menjamin
kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah serta pihak lain yang
berkepentingan dengan tanah tersebut.!

PPAT dalam menjalankan tugasnya harus sering berinteraksi dengan
pihak-pihak terkait khususnya Badan Pertanahan Nasional. Sebelum
melaksanakan pembuatan akta mengenai pemindahan atau
pembebanan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun,
PPAT wajib melaksanakan pengecekan pada Kantor Pertanahan
setempat mengenai kesesuaian sertipikat hak atas tanah atau Hak Milik
Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan dengan memperlihatkan

sertipikat asli.?

! Chintya Agnisya Putri, Farris Nur Sanjaya, Gunarto, Efektifitas Pengecekan
Sertipikat Terhadap Pencegahan Sengketa Tanah Dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah,
2018, Jurnal Akta Vol.5 No.1

2 Pasal 97 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah



Apabila sertipikat sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor
Pertanahan, maka Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk
membubuhkan cap atau tulisan dengan kalimat: “Telah diperiksa dan
sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan” pada halaman perubahan
sertipikat asli kemudian diparaf dan diberi tanggal pengecekan.®

Apabila sertipikat ternyata tidak sesuai dengan daftar-daftar yang
ada di Kantor Pertanahan, maka diambil tindakan sebagai berikut:*

1. Apabila sertipikat tersebut bukan dokumen yang diterbitkan
oleh Kantor Pertanahan, maka sampul dan semua halaman
sertipikat tersebut dibubuhkan cap atau tulisan dengan kalimat:
“Sertipikat ini tidak diterbitkan oleh Kantor Pertanahan
............ ”’, kemudian diparaf.

2. Apabila sertipikat tersebut adalah dokumen yang diterbitkan
oleh Kantor Pertanahan akan tetapi data fisik dan/atau data
yuridis yang termuat di dalamnya tidak sesuai lagi dengan data
yang tercatat dalam buku tanah dan/atau surat ukur yang
bersangkutan, kepada PPAT yang bersangkutan diterbitkan
Surat Keterangan Pendaftaran Tanah sesuai data yang tercatat di
Kantor Pertanahan dan pada sertipikat yang bersangkutan tidak

dicantumkan suatu tanda.

3 Pasal 97 Ayat (3) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

4 Ibid



Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, setiap perbuatan hukum
peralihan hak dihadapan PPAT untuk tanah-tanah yang sudah terdaftar
(bersertipikat) harus terlebih dahulu dilakukan pengecekan kesesuaian
sertipikat pada Kantor Pertanahan setempat. Pasal 97 ayat (1) Peraturan
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa:

“Sebelum melaksanakan pembuatan akta mengenai pemindahan
atau pembebanan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah
Susun, PPAT wajib terlebih dahulu melakukan pengecekan pada Kantor
Pertanahan mengenaikesesuaian sertipikat hak atas tanah atau Hak Milik
Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan dengan daftar-daftar yang
ada di Kantor Pertanahan setempat dengan memperlihatkan sertipikat
asli”.

Maka apabila PPAT tidak melaksanakan sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
mengakibatkan PPAT dapat digugat sebagai Perbuatan Melawan
Hukum, yang dimana tentu saja akan merugikan penghadap dari PPAT
tersebut dan pihak-pihak yang terlibat.

Perbuatan dalam arti “perbuatan melawan hukum” meliputi
perbuatan positif, yang dalam bahasa asli bahasa Belanda “daad” (Pasal
1365 KUHPerdata) dan perbuatan negatif, yang dalam bahasa asli bahasa
Belanda "nataligheid" (kelalaian) atau "onvoorzigtgheid" (kurang hati-
hati) seperti ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dengan demikian

Pasal 1365 KUHPerdata untuk orang-orang yang betul-betul melakukan

perbuatan melawan hukum, sedangkan dalam Pasal 1366 KUHPerdata itu



untuk orang yang secara tidak sengaja melakukan perbuatan melawan
hukum. Pelanggaran kedua Pasal ini mempunyai akibat hukum yang
sama, yaitu mengganti kerugian. Perumusan perbuatan positif Pasal
1365 KUHPerdata dan perbuatan negatif Pasal 1366 KUHPerdata hanya
mempunyal arti sebelum ada putusan Mahkamah Agung Belanda 31
Januari 1919, karena pada waktu itu pengertian melawan hukum
(onrechtmatig) itu masih sempit.

Pengertian dengan melawan hukum dalam rumusan diatas adalah:®

1. Melanggar hak orang lain, seperti hak pribadi (integritas tubuh,
kebebasan, kehormatan, dan lain-lain) dan hak absolute (hak
kebendaan, nama perniagaan, dan lain-lain);

2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;

3. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu perbuatan yang dilakukan
seseorang bertentangan dengan sopan santun yang hidup dan
tumbuh dalam masyarakat;

4. Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam
masyarakat.

Terkait dengan Gugatan Melawan Hukum, maka pengadilan dapat
memberikan putusan untuk melakukan pembatalan terhadap akta yang
telah dibuat oleh PPAT yang bersangkutan tersebut.

Dengan demikian, PPAT wajib melaksanakan aturan yang dimaksud

dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional

5 Salim H.S., Pengantar Hukum Perdata Tertulis, Sinar Grafika, Jakarta, 2006,
hlm 170.



Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan
seiring perkembangan zaman pengecekan sertipikat saat ini dapat
dilakukan secara elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan
Nasional yang memudahkan dalam pengecekan sertipikat.

Peranan pengecekan sertipikat sebagai langkah awal dalam
persiapan pembuatan akta oleh PPAT sangatlah penting. Karena proses
pengecekan sertipikat merupakan langkah untuk menyesuaikan data
fisik dan data yuridis atas sertipikat. Namun beberapa PPAT lalai atau
menghiraukan proses melakukan pengecekan sertipikat ini di Kantor
Pertanahan setempat yang mengakibatkan sengketa dikemudian hari.

Proses pengecekan sertipikat selalu dilakukan dengan cara tertulis,
artinya PPAT dalam proses pengecekan selalu membawa sertipikat asli
dan disertai dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah sebagai bukti
apakah sertpikat tersebut sudah sesuai dengan buku tanah dan dokumen
lain di Kantor Pertanahan. Namun terkadang PPAT dalam pelaksanaan
pembuatan akta dituntut cepat dan tepat dalam pelaksanaan kegiatan
pembebanan hak. Dengan alasan waktu yang mendesak, PPAT
terkadang melakukan pengecekan sertipikat secara lisan kepada staff
pegawai Kantor Pertanahan melalui telepon yang tentunya sudah saling
kenal antara PPAT dengan staff pegawai Kantor Pertanahan. Dengan

melakukan pengecekan secara lisan atas sertipikat mungkin “merasa”



PPAT menjadi lebih aman karena telah melakukan pengecekan
sertipikat.

Menurut ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 Juncto Pasal 97 Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, PPAT wajib melakukan
pengecekan pada Badan Pertanahan setempat mengenai kesesuaian
sertipikat hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang
akan dijadikan jaminan dengan buku tanah yang ada di kantor tersebut.

Wajibnya pengecekan sertipikat yang diatur oleh Peraturan
Pemerintah terkadang masih saja diabaikan dalam hal prosedur
pengecekan sertipikatnya, karena:®

1. Fungsi pengecekan sertipikat sebagai bentuk perlindungan

hukum bagi kreditur;

2. Bentuk perlindungan hukum bagi kreditur bila pengecekan

sertipikat tidak sesuai prosedur.

Fakta yang dapat terjadi dilapangan ketika klien ke Kantor Notaris
untuk mengurus balik nama terhadap Akta Jual Beli yang sudah
ditandatangani beberapa tahun lalu, setelah diperiksa berkasnya
ternyata belum ada tanda pengecekan sertipikat pada saat
penandatanganan akta jual beli tersebut. Kemudian PPAT mengajukan
permohonan pengecekan sertipikat ke Kantor Badan Pertanahan

Nasional, setelah diajukan pengecekan sertipikat ternyata diketahui

6 Ratu Ester Damaris, Fungsi Pengecekan Tanah Sebagai Bentuk Perlindungan
Hukum Bagi Kreditur, 2016, Hlm. 3-4



bahwa pada buku tanah sertipikat tersebut terdapat catatan berupa sita
dari Pengadilan Negeri (PN).

Maka, sertipikat tersebut tidak bisa diajukan balik nama sebelum
catatan sita tersebut diangkat. Kerugian tentu saja ada pada pembeli,
karena dengan ditandatanganinya akta jual beli berarti pembayaran
harga jual beli sudah lunas. Sekarang tinggal berharap niat baik dari
penjual untuk membantu mengangkat sita tersebut.

Untuk menghindari kejadian seperti di atas sebelum
penandatanganan akta jual beli harus dilakukan pengecekan sertipikat
ke Kantor Pertanahan. dimana pengecekan sertipikat adalah kegiatan
yang dilakukan untuk mengetahui data fisik dan data yuridis yang
tersimpan dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, dan buku
tanah seperti yang tecantum dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Jika terdapat catatan dalam buku tanah tersebut maka Badan
Pertanahan Nasional akan mengeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran
Tanah (SKPT) yang menerangkan catatan-catatan tersebut. Catatan
berupa blokir bisa dari perorangan karena urusan tertentu atau dari
instansi seperti kepolisian atau pengadilan. Untuk menindaklanjuti
sertipikat dengan catatan blokir maka diperlukan pengajuan
penghapusan blokir.

Dalam prosesnya, penghapusan blokir harus dilakukan oleh atau

orang yang memblokir. Jika blokir dilakukan oleh instansi tertentu
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dengan surat resmi maka penghapusan blokir pun harus dengan surat
resmi.

Jika blokir dilakukan oleh orang pribadi maka pengangkatan blokir
juga dilakukan oleh orang tersebut dengan menjelaskan alasan
permohonan penghapusan blokir tersebut.

Jika tidak terdapat catatan dalam buku tanah atau sertipikat
dinyatakan bersih, maka Badan Pertanahan Nasional akan membubuhkan
tanda bahwa sertipikat sesuai dengan buku tanah, dengan adanya tulisan:
“telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan” yang
dilengkapi dengan nomor daftar isian dan tanggal dilakukan pengecekan
kemudian diparaf oleh tugas yang berkompeten.

Kewenangan Notaris dapat dilihat dalam Pasal 15 Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Notaris berwenang
membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan
penetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan
dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan
dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta,
menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta,
semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau
dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh
undang-undang.’

Selain itu, Notaris bewenang pula:®

?Jozan Adolf, Widhi Handoko, Muhamad Azhar, Eksistensi Wewenang Notaris
Dalam Pembuatan Akta Bidang Pertanahan, Notarius, Volume 13 Nomor 1 2020, Hlm. 182
8 [bid
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1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal
surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
(legalisasi);

2. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam
buku khusus;

3. Membuat copy dari asli surat di bawah tangan berupa salinan
yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan
dalam surat yang bersangkutan;

4. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat
aslinya;

5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan
pembuatan akta;

6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

1. Membuat akta risalah lelang.

Dalam menjalankan jabatannya notaris juga dapat merangkap
sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat
akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai Hak
Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.® PPAT mempunyai
tempat kedudukan di Kabupaten/Kota di Provinsi yang menjadi bagian

dari daerah kerja, daerah kerja PPAT adalah satu wilayah Provinsi.!°

9 Kadek Cahya Susila Wibawa, Menakar Kewenangan dan Tanggung Jawab
Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Perspektif Bestuurs Bevoegdheid, Jurnal Crepido,
Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, Hlm. 42

10 Ibid
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PPAT mempunyai kewenangan membuat akta autentik mengenai

semua perbuatan hukum, yaitu:!!

a.

b.

g.

h.

Jual-Beli;

Tukar-Menukar;

Hibah,;

Pemasukan kedalam perusahaan (inbreng);

Pembagian Hak Bersama;

Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik;
Pemberian Hak Tanggungan; dan

Pemberian Kuasa membebankan Hak Tanggungan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis

tertarik mengangkat permasalahan ini dalam melakukan penelitian tesis

dengan judul “Akibat Hukum Kelalaian Pejabat Pembuat Akta Tanah

Dalam Melakukan Pengecekan Sertipikat Tanah Pada Kantor Badan

Pertanahan Nasional Kota Palembang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi

permasalahan dalam tesis ini adalah:

1.

Bagaimana proses dan praktik pengecekan sertipikat di Kantor

Badan Pertanahan Nasional?

11 Ibid
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2. Apakah akibat hukum apabila Pejabat Pembuat Akta Tanah lalai
dalam melakukan pengecekan sertipikat di Kantor Badan
Pertanahan Nasional?

3. Bagaimana solusi hukum apabila Pejabat Pembuat Akta Tanah
lalai dalam melakukan Pengecekan Sertipikat di Kantor Badan

Pertanahan Nasional?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian harus memiliki tujuan yang jelas agar mengenai
sasaran yang hendak dicapai dan memberikan arah dalam pelaksanaan
penelitian tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis melalui
penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses praktik pengecekan sertipikat di
Kantor Badan Pertanahan Nasional.

2. Untuk menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan atas
kelalaian Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam melakukan
pengecekan sertipikat.

3. Untuk mengetahui solusi hukum apabila Pejabat Pembuat Akta
Tanah lalai dalam melakukan pengecekan sertipikat di Kantor

Badan Pertanahan Nasional.



14

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian pasti ada manfaat yang diharapkan dapat
tercapai, adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitiain ini adalah
sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Penulis berharap dapat mengembangkan ilmu pengetahuan
dalam bidang Hukum Agraria dan Pendaftaran Hak Atas
Tanah.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan
atau sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan
ilmu, khususnya ilmu hukum tentang masalah hukum jaminan,
sehingga dapat menambah referensi ilmiah yang berguna
untuk pengembangan ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan

kontribusi bagi para praktisi di Lembaga Bidang Kenotariatan,

Badan Pertanahan Nasional maupun Kementerian Agraria dan

Tata Ruang, masyarakat umum dan penulis lain. Sekaligus

sebagai informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian.

E. Kerangka Teori
Dalam penulisan ini menggunakan beberapa teori sebagai landasan
berfikir untuk memecahkan permasalahan yang diteliti, serta mencari

jawaban atas permasalahan yang diteliti.
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Teori adalah untuk memberikan argumentasi yang meyakinkan,
bahwa yang dijelaskan itu ilmiah, atau paling tidak memberikan
gambaran bahwa apa yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis. '2
Kerangka teori menguraikan jalan pikiran yang logis untuk memecahkan
masalah dalam penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya sehingga
dapat menjelaskan isu hukumnya. Menurut M. Solly Lubis, kerangka
teori merupakan pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, mengenai
suatu kasus atau permasalahan yang dapat menjadi bahan perbandingan
dan pegangan teoritis. '* Dalam penulisan thesis ini penulis
menggunakan beberapa teori, yaitu:

1. Grand Theory

Grand Theory dalam penelitian ini penulis menggunakan
teori kepastian hukum. Menurut Sudikno Mertukusumo,
kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum
tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian
hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam
perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang
dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis
yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi
sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Grand Theory dalam
penelitian ini yang berpedoman secara normatif kepada aturan

hukum yang terkait dengan segala tindakan yang akan diambil

12 Anthon F. Susanto, H.R. Otje Salman, Teori Hukum, Refika Aditama, Bandung,
2013, hlm. 45

13 I Made Wirartha, Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi dan Tesis, ANDI,
Yogyakarta, 2006, hlm. 6
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untuk kemudian dijadikan sebagai acuan dalam melakukan
pengecekan sertipikat di Kantor Badan Pertanahan Nasional.

Dalam penelitian ini, kegunaan Teori Kepastian Hukum
berhubungan dengan adanya sebuah aturan yang berlaku secara
jelas untuk menjadi pedoman bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah
dalam melaksanakan tugasnya di masyarakat. Dalam aturan
tersebut Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib mengetahui dan
melaksanakan perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh
dilakukan oleh Notaris, selain itu aturan tersebut menjadi Batasan
bagi masyarakat tentang apa yang boleh atau tidak boleh
dibebankan kepada Notaris/PPAT.

2. Middle Range Theory

Pada penelitian ini Middle Range Theory yang akan
digunakan berupa Teori Penegakan Hukum.

Jimly Asshidiqie mengartikan penegakan hukum sebagai
proses dilakukannya upaya untuk menegakkan atau membuat
berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai
pedoman perilaku dalam lalu lintas atas hubungan hukum dalam
kehidupan masyarakat.

Penegakan hukum dapat terlaksana apabila ada keserasian
antara moralitas sosial, moralitas kelembagaan dan moralitas
sipil warga negara yang didasarkan pada nilai-nilai aktual

masyarakat.!*

14 Runsu Goesniadhie S, Perspektif Moral Penegakan Hukum Yang Baik, Jurnal
Hukum, Volume 17, Nomor 2, April 2010, hlm. 196



17

Manfaat Teori Penegakan Hukum dalam penelitian ini
dikaitkan dengan penegakan aturan yang telah dibuat khususnya
untuk Notaris/PPAT agar dapat terlaksana secara nyata dalam
kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum yang baik harus
dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan,
kemanfaatan, akuntabilitas dan perlindungan hak asasi manusia
oleh Lembaga Peradilan.

. Applied Theory

Applied Theory yang digunakan berupa Teori Akibat Hukum.
Perbuatan hukum menurut R. Soeroso adalah setiap perbuatan
manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak
dan kewajiban. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek
hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh
hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari
yang melakukan hukum.!®

Teori Akibat Hukum dalam penelitian ini dihubungkan
dengan adanya Akibat Hukum terhadap Notaris dalam
melaksanakan tugasnya yang berpedoman dengan aturan yang
berlaku, agar terlaksana secara baik dan tidak terjadi

penyimpangan dari pelaksanaan aturan tersbut.

15 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 291
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F. Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual dilakukan manakala penelitian tidak beranjak
dari aturan hukum yang ada.!® Kerangka konsep merupakan kerangka
yang menghubungkan antara konsep-konsep hukum yang ingin atau
akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan suatu gejala yang akan
diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut.
Kerangka konseptual merumuskan definisi-definisi tertentu yang
berhubungan dengan judul yang diangkat, dan dijabarkan sebagai
berikut:
1. Akibat Hukum
Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan
untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku
dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya
merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna
memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum. Lebih jelas
lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari
segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum
terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan
karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan

telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.!?

16 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group,
Jakarta, 2011, hlm. 177
" R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 228.
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2. Kelalaian Hukum

Kealpaan, kelalaian, atau culpa adalah macam kesalahan
dalam hukum pidana sebagai akibat dari kurang berhati-hati,
sehingga secara tidak sengaja sesuatu itu terjadi. Undang-
undang sendiri tidak mendefinisikan pengertian dari culpa,
namun terkait dengan culpa, di Indonesia terdapat pasal
kelalaian yang mengakibatkan kematian orang lain diatur dalam
Pasal 359 KUHP: “Barang siapa karena kesalahannya
(kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan
pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan
paling lama satu tahun”. Berdasarkan bunyi pasal kelalaian
tersebut, R. Soesilo berpendapat bahwa kematian dalam konteks
Pasal 359 KUHP tidak dimaksudkan sama sekali oleh pelaku.
Sebab, kematian tersebut hanya merupakan akibat kurang hati-
hati atau lalainya pelaku. Sementara itu, jika kematian ternyata
dikehendaki pelaku, maka pasal yang dapat diberlakukan adalah
Pasal 338 KUHP atau 340 KUHP.!8

3. PPAT

PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk
membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu
mengenai hak atas tanah atau Hak Atas Satuan Rumah Susun.

[Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998

" R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-
Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politea, 2019, hal. 248



20

Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah] Khusus
mengenai PPAT tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat
Akta Tanah yang ditetapkan tanggal 5 Maret 1998 dan ketentuan
pelaksanaannya dituangkan dalam Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006.
Dalam peraturan tersebut lebih dijelaskan dalam Pasal 1 angka
(1) yaitu: “PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan
untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum
tertentu mengenai hak atas tanah”.

Peranan pengecekan sertipikat sebagai langkah awal dalam
persiapan pembuatan akta oleh PPAT sangatlah penting. Karena
proses pengecekan sertipikat merupakan langkah untuk
menyesuaikan data fisik dan data yuridis atas sertipikat.

Namun beberapa PPAT lalai atau tidak menghiraukan proses
untuk melakukan pengecekan sertipikat ini di Kantor Pertanahan
setempat yang mengakibatkan sengketa dikemudian hari.

Proses pengecekan sertipikat selalu dilakukan dengan cara
tertulis, artinya PPAT dalam proses pengecekan selalu membawa
sertipikat asli dan disertai dengan Surat Keterangan Pendaftaran
Tanah sebagai bukti apakah sertipikat tersebut sudah sesuai

dengan buku tanah dan dokumen lain di Kantor Pertanahan.
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4. Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Badan Pertanahan Nasional (BPN), menurut Peraturan
Presiden Nomor 10 Tahun 2006 dijelaskan bahwa Badan
Pertanahan Nasional (BPN) adalah Lembaga Pemerintah Non
Departemen yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Presiden dan dipimpin oleh Kepala Badan Pertanahan
Nasional yang mempunyai tugas melaksanakan tugas
pemerintahan dibidang pertanahan secara nasional, regional,
dan sectoral. Tugas dari Badan Pertanahan Nasional adalah
membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan
Administrasi Pertanahan baik berdasarkan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 maupun pertauran perundang-undangan
lain yang meliputi pengaturan, penggunaan, penguasaan dan
pemilikan tanah, penetapan hak-hak atas tanah, pengukuran, dan
pendaftaran tanah, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah
pertanahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh
Presiden.!®

5. Pengecekan Sertipikat Tanah

Sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,
setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik

dan data yuridis yang tersimpan didalam peta pendaftaran, daftar

19 Achmad Ali Chomzah, Hukum Agraria Pertanahan Indonesia, Prestasi
Pustakaraya, Jakarta, 2004, hlm. 14
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tanah, surat ukur dan buku tanah. Berdasarkan peraturan
tersebut, maka seluruh pihak yang berkepentingan yang
memerlukan informasi tentang suatu bidang tanah berhak untuk
mendapatkan data fisik dan data yuridis dari Badan Pertanahan
Nasional (BPN) baik untuk kegiatan jual-beli tanah, termasuk
dalam hal pemberian fasilitas kredit oleh Bank, maka Bank
sebagai pihak yang berkepentingan berhak untuk memperoleh
informasi tentang data-data dari tanah yang akan dijadikan calon

debitur sebagai agunan.

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis metode penelitian ini adalah metode yuridis normatif.
Penelitian dengan yuridis normatif artinya permasalahan yang
ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
ada dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan
permasalahan yang penulis bahas.?0
2. Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah
penelitian hukum nomatif, maka pendekatan yang dilakukan
antara lain:

a. Pendekatan Konseptual (Concept Approach)

20 Roni Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jarimetri, Ghalia
Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 11
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Pendekatan Lkonseptual beranjak dari pandangan-
pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam
ilmu hukum.?! Pendekatan ini digunakan untuk memahami
konsep-konsep berkaitan dengan konsep kehati-hatian
yang harus dilakukan notaris serta mendapatkan
perlindungan hukum dari Majelis Pengawas.

b. Pendekatan Undang-Undang (Statue Approach)
Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah
serta mempelajari perundang-undangan dengan regulasi
yang berkaitan dengan isi hukum yang sedang diteliti.??
Dalam Thesis ini Undang-Undang yang digunakan yaitu:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria;

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta
Tanah;

- Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3

Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

21 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group,
Jakarta, 2007, hlm. 113

22 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia
Publishing, Malang, 2005, hlm. 295
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Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah; dan

- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2020
tentang Layanan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang
Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1130)

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
Dalam hal penulisan thesis ini, penulis melakukan penelitian
dengan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian
kepustakaan berarti penulis meneliti data sekunder sebagai data
pokok. Dengan cara mencari bahan-bahan hukum yang terdiri
dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang bersifat
normatif yang digunakan untuk mengkaji persoalan
hukum mengenai Akibat Hukum Kelalaian Pejabat
Pembuat Akta Tanah Dalam Melakukan Pengecekan
Sertipikat Tanah Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional
Kota Palembang, bahan hukum ini berupa Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
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1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta
Tanah, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 19 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi
Pertanahan dan Tata Ruang Secara Elektronik.

b. Bahan hukum sekunder, vyaitu bahan hukum yang
memberikan penjelasan tentang kedudukan dari bahan
hukum primer yang meliputi literatur, hasil penelitian
karya ilmiah, artikel, serta hasil seminar dan pertemuan
ilmiah lainnya dan ketentuan lain yang memiliki hubungan
langsung sekaligus relevan dengan objek kajian
penelitian.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang
memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan
hukum primer dan sekunder, bahan hukum ini meliputi
kamus hukum, majalah, ensiklopedia, dan koran yang
berhubungan langsung dengan penelitian ini

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulian ini dilakukan melalui cara studi pustaka yang dimana

dengan cara membaca dan mencermati buku-buku yang

berkaitan dengan permasalahan dan mempelajari literatur
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lainnya yang dimana selanjutnya hasil dari studi pustaka tersebut
diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing-
masing pokok dan materi bahasannya.
5. Teknik Analisis Bahan Hukum
Pengolaan data menggunakan metode deskriptif analisis
berarti data yang diperoleh berdasarkan kenyataan kemudian
dikaitkan dengan penerapan peraturan perundang-undangan
yang berlaku kemudian dibahas, dianalisa, lalu ditarik
kesimpulan yang akhirnya digunakan untuk menjawab
permasalahan yang ada.
6. Teknik Penarikan Kesimpulan
Untuk menarik kesimpulan data yang diperoleh dari
penelitian baik primer maupun sekunder dihubungkan secara
sistematis untuk menjawab permasalahan didalam skripsi ini.
Sementara, kesimpulan guna menjawab permasalahan yang
diteliti dilakukan metode induktif. Metode induktif digunakan
untuk penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata

menjadi kesimpulan umum.
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